
Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945~ 

2. Undang-Undang Norn.or 13 Tahun 1950 tentang 
Pem bentukan Daerah-daerah Kabu paten Dlllam 
Llngkun.gan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembarwl Negara Republi.k 
Indonesia Ta.hun 2014 Nornor 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Und.ang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Ta.mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Satuan Poliai Pwnong Praja (Lem bara.n Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2010 Nomor 9, 
1'ambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia 
Nomor 5094); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2003 tentang Pedoman Operaaional Penyid ik 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan 
Peraturan Daerah: 

Menimbang bahwa untuk melakaanakan ketentuan Pasal 6 a.yat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tuhun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 
Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standa.r Operasional Prosedur Satuan Polisi 
Pamong Praia Kabupaten Purworejo: 

BUPATI PURWOREJO, 

DENOAN RAHMAT TUHAN YA.NG MAHA ESA 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
SATUAN POLlSJ PAMONG PRA.JA KABUPATE!N PURWOREJO 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWORE.JO 
NOMOR 1 TAHUlf 2016 

BUPATI PURW'OREJ'O 
PROVDISJ JAWA TE?fGAB 

!SALINANI 

r 

 



Da1am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah da.erah dan Dewan Perwakil.an 
Rakyat Daerah menurut azas otonomJ dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonorni yang 11Cluas--luaanya dalam aiatem dan 
prinsip Negara Keeatuan Republik Indonesia aebagairnana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tabun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengga.ra 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelakaanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo yang selanjutnya 
disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo 
yang mempunyai tugas memeli.hara dan menyelengprakan 
ketertiban urnum dan ketentraman rnaayarakat serta menegakkan 
Peraturan Daerah dan Peraruran Bupati. 

6. Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang 
bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo. 

7. Standar Operasional Prosedur Satuan Poliai Pamong Praja 
Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut SOP Satp0l PP 
adalah pedoman bagi aparat Satpo\ PP dalam melaksanakan tugas 
penegakan Peraturan Daemh dan Peraturan Bupati. 
menyelengp.rakan ketertiba.n umjum dan ketentraman masyarak.at 
serta perlindung.an masyarakat. 

Pasal l 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR 
OPERASIONAI. PROSEDUR SATUAN POWSI PAMONG 
PRAJA KABUPATEN PURWORE:.JO. 

MEMUTUSKAN: 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tehun 
201 l tentang Standar Operasional Prosedur Satuan 
Polhsi Pamong Praja; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2015 Nomor I); 

 



(l) SOP Satpol PP teniiri dari: 
a. SOP Pembinaan Masyarakat; 
b. SOP Pengendalian MaS8a/unjuk rasa; 
c. SOP Pengamanan dan Pengawalan; 
d. SOP Penpmanan Obyek Vital Daerah; 
e. SOP Penpmanan Rumah Jabatan; 
r. SOP Penpmanan Kegja.tan Penting; 
g. SOP Penpmanan Llng)cungan Kantor Pemerintah Oaerah; 
h. SOP Patroli Wilayah; 
i. SOP Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; 
J. SOP Pcnyelengpraan Bimbingan Teknia: 
k. SOP Pcnanganan Bencana Alam; 
I. SOP Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan 

Penyelengg;uaan Pemilihan Umum/ Kepala Daerah dan Wakil 
Kepa.la Daerah; 

m. SOP Ptnga.manan l<egiaten Sosiel Krmasyuakamn. l 

Set.iap Polisi ?among Praja dalam pelaksanaan tugas operasicnal harus 
berpedoman pada SOP Satpol PP. 

Paaal 5 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Paaal 4 

BABII 

Tujuan ditetapkannya SOP Satpol PP adalah untuk mewujudkan 
keseragaman pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penegakan Peraturan 
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta periindungan 
masyarakat. 

Pasal 3 

Makaud ditetapkannya SOP Satpol PP adalah untuk memberikan 
pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk 
meningkatkan kepatuhan apararur negara, warga. masyarakat, instansi 
pemerintah, be.dan hukum dan badan usaha tcrhadap Pcraturan 
Daerab, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, menyelenggamkan 
ketertiban umum dan ketentraman masyara.kat serta perlindungan 
masyarakat. 

Pasal 2 

8. Satuan Perlindunga.n Maayarakat yang selanjutnya disebut Satuan 
Unma.s adalah warga ma.syarak&t yang disiapkan dan dibekali 
pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan la::giatan 
penanpnan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat 
bencana, serta ikut memelibara kcamanan. ketentraman dan 
ketertiban maayara.kat, kegiatan eosial kcmasyarak.atan. 

 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2016 NOMOR l SERI S NOMOR 1 

TRIHANDOYO 

Ttd. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Diundangkan di Purworejo 
pad& tanggal 29 JBBuul 2016 

AGUS UTOMO 

Pj. BUPATI PURWOREJO. 

Ttd. 

Oitetapkan di Purworejo 
pada tanggal 29 Jaauut 2016 

Agar eetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta.nggal dtundangkan, 

Pasat 7 

KETENTUAN PENUTUP 

BABIV 

Segala biaya yang timbul sebagei akibat ditetapkannya Peraturan 
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

?asal 6 

PEMBIAYAAN 

BABtn 

(2) SOP Satpol PP sebagairnana dimaksud pada ayat (II tercantum 
dalam Lampiran yang merupal<an bagian tidak terpiaahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

.. 
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Peranan Satuan Polisi Parnong Praja dalam penyelenggaraan 
ketert.iban umum dan ketentrarna.n masyarakat serta penegakan 
Peraturan Daerah memiliki nila.i yang stmtegia dalarn rangka 
peningkatan ketaatan dan kepatuhan masyarekat terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di daerah. Dalam konteks tersebut 
diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk 
Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan mengikat pelaksanaan 
tugas Satuan Polisi Pamong Praja l<abupaten Purworejo. 

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja 
l<abupaten Purworejo mempunyai: 
a. Fungsi: 

t. penyuaunan program dan pelaksanaan ket.ertiban umum dan 
ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati; 

2. pelakaanaan kebijakan pemeliharaan da.n penyelenggaraan 
ketertiban umuro dan ketentraman masyarakat di daerah; 

3. pelakaanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati; 

4. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati. penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat, dengan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, PPNS dan atau aparatur pemerintah lainnya; 

5. pengawasan terhadap masyarakat, aparetur, atau baden hukum 
agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupat:i. 

Dalam rang)ca mensukseakan pembangunan Purworejo yang 
dilaksanakan eecara berkeainambungan sepertl sekarang ini sernakin 
dirasakan perlunya peningkatan di bidang pemerintahan umum 
terutama upaya mendape.tkan kondisi ketertiban umum dan 
ketentram.e.n masyarakat yang mantap serta menjunjung tinggi 
supremasi hukum, dimana pemerintah dan masyarakat dapat 
me!aksanakan kegiatan secara aman, tertib dan teratur sesuai dengan 
aturan yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap 
ketertiban umum dan ketentraman masyara.kat serta penegakan 
Peraturan Daerah secara terencana, terkcordinasi, terarah dan terpadu. 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
SATUAN POLIS! PAMONO PRAJA t<ABUPATEN PURWOREJO 

I. UMUM 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 
TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
SATUAN POLlSI PAMONG PRAJA 
KABUPATEN PURWOREJO 
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c. Kewajiban: 
Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja 
mempunyai kewajiban: 
L menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, <Ian hak aza.si 

rnanusia dan norma-norma soeial lainnya yang hidup dan 
berkembang di masyarakat: 

2. menaatl disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pa.mong 
Praja; 

3. membantu menyeteaaikan perselisihan warga masyara.kat yang 
dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum: 

4. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia ates 
ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang 
bersifat pelanggaran atau kejahatan; 

5. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil ates 
ditemukannya atau patut d.iduga adanya pelanggaran terhadap 
Peraturan Daerah den Peraturan Bupati. 

II. PENOERTIAN-PENOERT!AN 
I. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing den 

mendorong, mengarahkan. menggerakkan, terrnasuk kegiatan 
koordinasi dan bimbingan teknls untuk pelaksanaan -uatu dengan 
baik, teratur, rapi den s.eksama menurut rencana/ program 
pelakeenaan dengan ketentuan, petunjuk, nonna, eistem dan metode 
secara efektif dan efieien untuk mencapai tujuan dengan ha.sil yang 
diharapkan secara maksimal. 

2. Tugas Penyuluhan adalah auatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam 
rangl<a melaksanakan penyampaian informasi tentang program, 
Pemerintah, peraruran perundang-undangan, Peraturan Daerah, 
Peraturan Bupati dan produk bukum Jainnya yang berlaku kepada 
seluruh masyara.kat dengan harapan dapat meningkatkan 
pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepatuhan ma.syarakat 
terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan 
dapat berjalan dengan lancar. 

b, Kewenangan: 
Satuan Polisi Pamong Praja berwenang: 
J. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan 

hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat; 

2. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masya.rakat, 
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan 
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

3. melakukan tindakan represif non yustiaial terhadap warga 
masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas Peraturan Oa.erah dan Peraturan Bupati; 

4. melalruka:n tindalcan penyelidil<an terhadap warp masyarakat, 
aperatur atau badan hukum yang diduga melakukan 
pelangg;u-an Peraturan Oaerah dan Peraturan Bupati; 

5. melakukan tindakan admirustratif terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hulrum yang melalrukan petanggaran 
Peraturan Daerah den Peraturan Bupati. 

6. melakukan tindakan yu&tisi oleh PPNS Satpol PP yang 
terakomodir dalam Sekretariat PPNS. 

 



3. Masyarakat adalah seluruh manuaia Indonesia, baik sebagai 
individu/ perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum 
Tndoneaia yang hidup dan berkembang dalam hubungan scsial dan 
mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat 
tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat 
tujuan nasional yang sama. 

4. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan 
dalam masyarakat menurut nonna yang berlaku sehingga 
menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang 
diinginkan. 

5. Ketertiban Urnum dan Ketentraman Ma.syarakat a.dalah suatu 
keadaa.n dinamia yang memungkinka.n Pemerintah, Pemerintah 
Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan 
aman, tentram, tertib dan teratur, 

6. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ada.lah segala 
usaha, tindakan dan k.egiatan yang berhubungan dengan 
pereneanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, 
pemeliharaan serta pengendalian di bidang ketenteraman dan 
ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna. 

7. Tujuan dari pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah 
untuk menghilangkan atau mengurangj segala bentuk ancaman dan 
gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di dalam 
ma.syarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan 
perundang-unclangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah 
dan rakyat dapat melakukan kegiatan eecara aman, tertib dan 
teratur dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional. 

8. Unjuk rasa dan kerusuhan ma88a adalah tindal</perbuata.n 
sekelompok orang atau maS!ill yang melakukan protes/aksi karena 
tidak puas dengan keadaan yang ada. 

9. Unjuk rasa dan kerusuhan massa mcrupaka.n kejadian yang harue 
diantieipasi dan dilakukan tindal<an pengamanan oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja aebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka 
pelakaanaan tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban 
umum. 

10. Pengawalan terhadap para Pejabat/orang-orang penting (VIP) adalah 
merupakan sebagian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja 
sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan 
ketenterarnan dan ketertiban umum. 

11. Penjagaan tempat-ternpat penting adalah merupakan saJah satu 
rugas melekat pada Satuan Poliai Pamong Praja sebaga.i aparae 
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman dan 
ketertiban umum. 

12. Patrol.I adalah mengelllingi •uaru wilayah tertcntu secara tertentu 
yang bersifat rutin. 

13. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat / masyarakat 
melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ket.entuan yang 
berlaku dan pencegllhan pelanggaran Peraturan Daerah serta 
tindakan penertiban t.erhadap penyimpangan dan pelanggarannya. 
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I. Umum 
Persyaratan yang harus dimilliki oleh setiap anggota Polisi Pamong 
Praja adalah: 
a. harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang 

Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan 
la.innya. 

b. dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah 
setempat. 

c. menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi 
yang ba.ik. 

d. berwibawa, penuh percaya diri dan ta.nggungjawab yang tinggi. 
e. harus dapat menarik simpati maaya.rakat. 
f. bersedia menerima saran dan laitik maayarakat serta mampu 

mengindentilikasi masalah, juga dapat memberikan altematif 
pemecahan masalah tanpa mengurangi tups pokolmya. 

g. setiap anggota Polisi Parnong Praja harus memiliki sifat: 
I) ulet dan tahan aji; 
2) dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua 

pihak terutA.ma yang menyangkut tugas pokoknya; 
3) mampu membaca situasi, 
4) memililci suri tauladan dan dapat dicontob olcb aparatur 

Pemerintah Daerah lainnya, 
5) ra.mah, eopan, santun dan mengharga.i penda:pat orang lain. 

2. Khusus 
Pe.ngetahuan dasar yang harue dimiliki oleh anggota. Polisi Pamong 
Praja adalah: 
a. pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja 

khususnya dan Pemerintahan Oaerah umumnya; 
b. pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan 

undang.an; 
c. mengetahui dasar-dasar hukum pelakaanaan tugas Polial 

Pamong Praja; 
d. mengetahui dasar-dasar ilmu komunlka.si; 
e. memahami dan menguasi adat istiadat dan keblasaan yang 

berlaku di Daerah; 
f. memahami dan menguasai serta mampu membaca situasi yang 

berpotensl dapat mengganggu kondisl l<etenteraman dan 
ketert!ban umum di Daerah baik di bidang ekonomi, politik, 
soaial, budaya dan agama; 

g. mcngetahul dan memahami dasar-dasar pengetabuan dan dasar 
hukum pembinaan ketenteraman dan ket.ertiban umum . 

Ill. KETENTIJAN PELAKSANMN 

 



IV. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATPOL PP 
l. SOP PEMBINAAN MAS'Y ARAKAT 

a. Metode Pembinaan 
Metc><le yang dilakukan dalam pembinaan masyarakat 

adalah dengan mernbina seling asah, asih dan asuh diantara 
anggota Polisi Pamong Praja dengan maayarakat tanpa 
mengabaikan kepentingan masing-masing dalam re.ngka 
peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyamkat terhadap 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dengan demikian 
harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dalam proees pembangunan dalam k.eadaan 
tertib dan temeram di daerah dapat terwujud. 

Adapun metode dalam rangka pembinaan masyarakat 
dapat dilakukan melalui 2 (dual cara yaitu : 
1) Formal 

Pembinaan terhadap masyamkat dapat dilakukan melalui: 
a) mengunjungi anggota ma.syarakat yang telah ditetapkan 

sebagai sasaran dengan cara tatap muka, sarasehan, 
musyawarah dan dialog untuk memberikan arahan dan 
himbauan akan arti pentmgnya ketaatan terhadap 
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hulrum 
daerah !ainnya; 

bl mengundang/ memanggil anggota masyarakat yang 
aktivitasnya telah melangga.r dari ketentuan Peraturan 
Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah 
Iainnya untuk memberlkan arahan dan pembinaan bahwa 
aktivitas yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat; 

cl Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi dengan 
menghadirkan masyarakat yang ditetapkan eebagai 
sasaran di suatu tempat untuk membahas arti 
pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan 
terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk 
hukurn daerah guna memelihara ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat. 

2) Informal 
Pembinaan maeyarakat secara informal dapat 

dilakukan dilingkungan keluerga, tempat tinggal, tempat 
ibadah, aekolah maupun ternpat - ternpat umum lainnya yang 
memungkink.an untuk melakukan pembinaan. 

b. Cara pelaksanaan pembinaan masyarakat 
Salah satu cara pembinaan masyarakat adalah melalui 

perobinaan Produk Hukum Daerah rerutama Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati dalam menjalankan rod.a Pemerintahan di 
daerah kepe.da masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan secara 
bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan 
memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terha.dap 
produk hukum daerah. 

 



2. SOP PENGENDALIAN MASSA/PENANOANAN UNJUK RASA DAN 
KERUSUHAN MASA 
a. Ruang Lingkup 

1) Unjuk rasa dalwn keadaan dama.i 
Unjuk rasa dapat berupa demonatrasi, pawai. rapat umum, 
ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa telah diberitahukan 
terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian sesuai kecentuan. 
Selanjutnya dari pihak Kepolisian memberitahukan kepada 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo bila 
sasaran/lokasi di Oedung Kantor Pemerintahan Daerah. 

2) Kerusuhan massa 
Keadaan yang dika.tegorik.an kerusuhan massa di lingkungan 
Kantor Pemerintah Daerah adalah: 
a) ma888 perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang 

sangat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat serta melakuk:an kekeraaan yang 
membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda 
antara la.in: 
(l) merusak aset pemerintah, Faai!itas Umum dan 

Instanei Pemerintah; 
(2) melakukan pembakaran benda-benda yang 

mengakibatkan terganggunya arus Jalu lintas; 
(31 melakukan kekerasan terha.dap orang/masyarakat 

lain. 
b) Massa perusuh mcnunjukkan stkap dan tinda.kan yang 

melawan perintah petugas/ aparat pengamanan antara 
lain: 
( l l melewan garis batas yang telah diberikan petugas: 

l 

Langkah-langkab dalam melakukan pembinaan 
masyarakat adalah: 
I) penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, 

kelompok atau badan usaha, lnstansi Pernerintah dan 
Aparatur Negara: 

2) penetapanjadwal pelalcsanaan pembinaan; 
31 penetapan materi pembinaan; 
4) penetapan tempat/ lok.asi; 
SJ penetapan dul<ungan administrasi; 
7) penentuan nara sumber; 
8) menyiapkan surat perintah tugas; 
9) menyiapkan perlengkapan operasional lainnya; 
I 0) koordinasi dengan instansi terkait; 
l l) mengunjungi masyarakat pelanggar Peraturan Daerah; 
12) memanggil masyarakat pelanggar Peraturan Daerah; 
13) pemblnaan terhadap PelanSPr Peraturan Oaerah 

dilaksanakan. 
c. Laporan Hasil Kegiatan: 

I] Kepala Sel<si Binwasluh membuat laporan tertulis sesuai 
kegiatannya masing-maaing, 

2) Kepala Seksi Binwasluh mernbuat l.aporan langsung terhadap 
kejadian yang memerlukan tindak segera, 
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sifatnya 
hanya 
pihak 

Praja yang 
bantuan, 

koordinasi 

(21 melakukan tindakan kekerasan/ anarkhis kepada 
petugas pengamanan. 

b. Proaedur Pelaksa.naan Pengendali.an Maasa./Unjuk Rasa 
1 l Persiapan 

Persiapan yang harus dilaksanakan Kepala Seksi 
Pengendalian Operasi adalah: 
a) menyiapkan Surat perintah rugas; 
b) menyiapkan Personil yang akan ditugask.an dengan 

memakai pa.kaian POL; 
c) perlengkapan: 

(ll untuk pengendalian denganjumlah massa kurang dari 
500 (lima ratus) orang menggunakan perlengkapan 
perorangan seauai kebutuhan dan pengeras suara: 

(2) untuk pengendalian dengan jumlah massa lebih dari 
500 (lima ratus] orang dipersiapkan perlengkapan 
dahura (helm, pentungan, tameng, dan lain-Jain) dan 
pengeras suara, 

2) Pelaksanaan: 
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat selaku koordinator lapangan melaksanakan; 
a) Pengarahan: 

Penionil yang bertugas dikumpulkan diloka.si dan 
diberikan arahan singkat perihal tindakan yang 
d!benarkan untuk dilakukan. 

b) Koordinasi: 
Koordinasi d.ilakukan dengan pihak Kepolisian dan aparat 
pengamanan lainnya di lapangan terkait dengan langkah 
\angkah tindakan yang aklln dila.kukan, yaitu rnengenai: 

jumlah rnaesa yang melakukan unjuk rasa; 
- rute yang akan dilalui; 
- kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa, 
- waktu yang disediakan; 
- lokasi unjuk rasa. 

c) Iselasi: 
(I) anggota Operasi Satpol PP bersa.ma pihak Kepolisian 

untuk memisahkan pengunjuk rasa dengan massa 
penonton: 

(2) tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau 
cara kekerasan: 

(3) anggota Satpol PP tetap da.llun fonnaai yang telah 
ditetapkan. 

d) Negosiasi dan Penangenan: 
(11 Kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja 

melakukan negoisiaai dengan pengunjuk rasa: 
(2) tidak dibenarkan melakukan upaya paksa; 
(31 bersikap simpatik dan tetap berwibawa. 

e) Pengendalian lapangan: 
(l) anggota Satuan Polisi Pamong 

sebagai tenaga pendukung/ 
melakukan tindakan seeuai 
Kepolisian; 

(2) tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali 
pimpinan lapangan; 

 



.. 

3. SOP PENGAMANAN DAN PE:NGAWALAN PEJABAT DAN ORANG - 
ORANG PENTJNO. 
a. Ruang Lingkup: 

Pengawalan yang dilaksanakan oleh Satuan Pnlisl Pamong Praja 
adalah pengawalan dengan kendaraan mobil yang meliputi: 
l) Pengawalan pejabat dacrah setingkat Bupati; 
2) Pengawala.n peja.bat dae.rah setinglcat Wakil Bupeti. 

b. Pelakaanaa.n 
1) Koordinasi 

Kepala Sekai Operasi dan Pengendalian melaksanakan 
koordinaai dengan Dina.sf lnstansi terkait untuk mengetahui 
rencana dan jadwal kegiatan Bupati da.n Wakil Bupati 
minimal 1 [satu) minggu ke depan. 

2) Persiapan: 
Persiapan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Sekai Operasi 
dan Pengendalian adalah: 
a) Surat perintah tugae; 
b) Kendaraa.n mobil penga.walan dan perlengl<apan lainnya. 

3) Pelaksanaan: 
a) Pengemudi lapor kepada Komandan Regu ~ngawalan 

tentang kesiapan kendaraan: 
bl Komandan Regu Pengawalan menyiapkan regunya untuk 

naik ke kendaraan dan siap melakukan pengawalsn; 
c) Komandan Regu Pengawalan menuju ke ajudan dan 

melaporkan kesiapannya untuk melakukan pengawalan; 
d) Komandan Regu Pengawalan menuju ke komandan voorj 

raider dari kepoliaian dan melaporkan kesiapannya 
untuk mel&kukan pengawalan, apabila pengawalan 
dilaksanakan bersama-sama dengan kepoliaian; 

e) Komandan Regu Pengawalan naik ke kendaraan duduk 
bersebelaha.n dengan pengemudi, dan memerintahkan 
pengemudi untuk mettjala.nkan kendaraan; 

I) Apablla pengawalan dil.a.ksanakan bersama kepoliaian, 
maim kendaraan Satpol PP mengambil posisi sebagat 
penutup irtng-iringan; 

g) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup; 
h) Tiba ditujuan: 

- Sebelum berhenti berikan tanda / isyarat pelan. 
Berhenti dan parldr ditempat yang aman. 

- Anggota pengawalan turun dan menyebat melakukan 
penga.manan. 

i) Selesai acara akan kembali ke Kantor: 
Kendaraan dan Anggota Pengawalan telah slap . 

(3) melakukan pengecekan kembali jumlah personil, 
setelah melaksanal<a.n tugas pengamanan selesal. 

3J Laporan Hasil Kegiatan: 
a) Kepala Seka! Operasi dan Pengendalian membuat Iaporan 

secara tertulis; 
b) Kepala Seksi Operaai dan PengendaJian membuat laporan 

langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak 
segera. 
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4. SOP PENOAMANAN OBYEK VITAL DAERAH 
a. Koordinasi 

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian rnelaksanakan koordinaai 
dengan Dinaa/ lnstansi terkait eebagai pengelola gedung/ aset 
milikdaerah. 

b. Peraiapan 
Persiapan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Seksi Operasi 
dan Pengendalian adalah: 
I) menyusun rencana danjadwal kegiatan; 
2) mempersiapkan Personil; 
3) menetapkan lokasi yang akan dituj u; 
41 mempersiapkan Surat Perintah Tugas; 
5) mempers.i.B.pkan $BI"8ll8 kendaraan operasional dan 

perlengkapan yang diperlukan. 
c. Pelaksanaan 

1) tiba di lokasi aset milik Pemerintah Daerah; 
21 memperkenaikan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan 

(bila ada petugas yang berjaga/ pengelola asetl 
3) mencatat kehadiran tim di buku tamu; 
41 melakukan koord.inasi tentang aituasi lingkungan disekitar 

a set ( eesuai dengan daftar ri ncian; l 
SJ mengecek jadwal petugaajaga pada lokasi aset: 
6) memastikan kesiapan petugas jap bila terjadi keadasn 

darumt (nomor telepon penting, siapa yang dihubungi); 
7) mela.kukan pen~kan tempat-tempat rawan terhadap 

gangguan keamanan; 
81 hasil dari pengecekan disampa.ikan kepada petugas jaga yang 

ada dilokasi dan mengjngatkan agar tetap waspada seti.ap 
saat; 

9) eelesai mela.kukan kegiatan thn/petugas dari pengam.anan 
meninggalkan lokasi dan menyampaikan terimak.a.sih atas 
k.erjaae.man ya. 

d. Laporan Haal! Kegiatan 
I) Kepala Seksi Operaai dan Pengendalian menyusun laporan 

ha.sil pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan administrasi 
pendukung; 

2) Hasil pelaksanaan tugas menjadi bahan evaluasi bagi 
kegiatan sela.njutnya. 

- Komandan Regu Pengawalan laperan ke ajudan siap 
pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan 
waktu perjalanan menuju tujuan. 

j) Tiba di Kantor: 
Setelah kendaraan berhenti, seluruh Anggota pengawalan 
turun, Komandan Regu Pengawalan laporan kepada 
ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan. 

c. Laporan Hasil Kegiatan: 
lJ Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyusun laporan 

hasil pelaksanaan kegiatan: 
2) Kepala Seksi Operesi dan Pengendalian menyiapksn 

administraai pendukung lainnya. 
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5. SOP P£NGAMANAN RUMAH JABATAN 
a. Persiapan 

Persiapan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Operasi de.n 
Pengendalian adalah: 
I) menyusun rencana dan jadwal kegiatan: 
2) menyiapkan daftar peroonil yang ditugaskan. 

b. Pelaksanaan 
Dalam metaksanakan pengaroanan rumah jabatan Bupati dan 
wakil Bupati minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas jaga. 
Hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas jaga dalam 
melaksanakan tugaanya yaitu: 
I J melaksanakan aerah terima tugas dari petugas jaga 

sebelumnya dmgan menandatangani Bent.a Acara 
Pelimpahan Tugas; 

2) melakukan pengecekan dan pengawasan di llnglcungan 
rumah dinaa da.n kawasan sekitarnya; 

3) mencatat dan mengcnali identitas seuap tamu yang 
berkunjung; 

4) mempcrsilahkan kepada setiap tamu pengunjung untuk 
mengisi buku tamu: 

S) menanyakan kartu identitas aetiap tamu yang berkunjung 
dan memintanya serta menggantikannya dengan Kanu Tanda 
Pengenal tamu; 

6) melakukan pengaturan Jalu lintas disekitar pintu gerbang 
pada saat pejabat/ tamu keluar masuk lingkungan Rumah 
Dinas: 

7) mencatat identitas, logat bicara/ dialek, suara-suara lain 
yang terdengar, serta pesan yang disarnpaikan oleh penelpon; 

81 mencatat kejadian·kejadian penting/ menonjol selama 
me!akukan tugasjaga; 

91 melakukan pengawasan dan pcngecekan terhadap petugas 
pelayanan seperti petugas pencatat telepon, pencatat meter 
air, pencatat meter listrik dan lain-lain; 

I 0) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif 
disetiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat 
perhatian; 

111 menjaga dan menertibk.a.n para pedagang penjaja barang atau 
sejenisnya serta para pencari sumbangan (perorangan, 
yayaaan dan lain-lain): 

121 membuat Serita Acara Pelimpaban Togas dengan petugaa 
Jaga pengganti yang ditandatangani oleh yang melimpahkan 
dan yang menerima peUmpahan tugaa, 

c. Ls.poran Hasil Kegiatan 
I) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyusun laporan 

haail pelakaanaan l<egiatan; 
2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyiapkan 

administrasi pendulrung lainnya. 
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6. SOP PENOAMANAN KEGIATAN PENTING 
a. Koordinasi 

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian melaksanak.an koordinasi 
dan kerjasama dengan Dinas/ lnstansi terkait. 

b. Persiapan 
Peraiapan yang harus dllaksanakan oleh Kepala Seksi Operasi 
dan Pengendalian adalah: 
I) menyusun rencana dan jadwal kegiatan: 
2) menyiapkan Surat Perintah Tugaa; 
31 menyiapkan S11ra11a kendaraan operasional dan perlengkapan 

lainnya. 
c. Pelaksanaan 

I) Petugas melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap 
objek clan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara 
dimulai; 

2) Petugaa rnelakulcan koordinasi pengaturan lalu lintas 
disekitar lokaai; 

3) Petugas mengarahkan pengemudi kendaman bermotor 
peserta upacara menuju ternpat parkir yang diaediakan; 

4) Perugas melakukan penertiban terhadap para pedagang 
penjaja barang atau eejenisnya di lokasi; 

5) Petugas melakukan pengamatan dan pengar,alisaan terhadap 
situeai dan kondisi disekitar lokasi sebelum acara dirnulai; 

61 Petugas melakukan peng.a.wuan dan pengec:ekan eecara 
intensif setiap tempat yang tersernbunyi dan kurang 
mendapat perhatian di hngkungan lokasi; 

7) Petugas mengawasi dan mencennati kejadian-kejadian yang 
penting/menonjol di sekitar loka.si; 

8) Petugas melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, 
bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan 
berupa bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/ 
disentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat 
yang dicurigai; 

9) Petugas mengawas\ dan mengenali terhadap setiap para tamu 
undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; 

10) Petugas melakukan koordmasi dengan panitia penyelenggara 
atau pihak yang bertanggungjawab metaksanakan kegiatan 
tersebut berkenaan dengan jumlah dan daft.ar tamu 
undangan yang akan diundang menghadiri acara dima.keud; 

11) Petugae melakuk.an koordinasl dengan/antar unsur 
pengamanan \.alnnya dengan menggunaka.n alat komunikaai 
yangada; 

121 ~tugaa harus saling memberikan informasi dalam 
melalrukan tugas penjagaan di lapangan; 

d. l..aporan Hasil Kegiatan 
I) Kepala Seklli Operasi dan Pengendalian menyusun laporan 

ha.sil pelaksanaan kegiatan; 
2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyiapkan 

administrasi pendukung lainnya. 
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8. SOP PATROL! WJl.AYAH 
a. Bentuk-bentuk pelaksanaan patroli 

1) Patroli Pengawasan Rutin: 

7. SOP PENGAMANAN LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH 
a. Koordinasi 

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian melaksanakan koordinasi 
dan kerjasa.ma dengan Dinas/ lnstansi terkait, 

b. Persiapan 
Penriapan yang harue dilaksana.kan oleh Kepala Sekei Operasi 
dan Pengendallan adalah: 
I J menyusun rencana dan jadwsl kegiatan; 
21 menyiapkan person ii yang akan ditugaskan; 
3) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. 

e. Pelaksanaan 
1) melakukan Pemeriksaan di lingkungan ruang kerja Pejabat 

sebelum yang bersangkutan tiba; 
21 melakukan Koordinasi dengan Tata Usaha dan Ajudan 

Pejabat yang bersangkutan; 
3) melakukan pencatatan jadwal kegiatan Pejabat pada hari 

yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilakssnakan, 
dalarn waktu I (satu) minggu yang akan datang; 

41 memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada Pejabat 
eersebut bilamana diperlukanm 

5) mengawe.ai dan mengenali identitas setiap tamu yang 
berkunjungm 

6) menanyak.an kartu identitas setiap tamu yang berkunjung 
dan memintanya seTta menggantikannya dengan K.artu Tanda 
pengenal tamu; 

7) mempersilahkan k.epada setiap tamu pengunjung untuk 
mengisi buku tamu; 

8) me\akukan pengawasan dan pengecekan secara intensif 
setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat 
perhatian; 

9) menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau 
sejenisnya dan para pencari sumbangan (perorangan, 
yayal!Sn dan lain-lain; 

10) mengingatkan k.epada Tata Use.ha untuk melakukan 
pengecekan kembali terhadap tnstaiasi listrik. air, Pemadam 
Kebakaran, AC, tempat penyimpanan dokumen/ arsip d.an 
lain-lain, setelah Pejabat yang bersangkutan meninggalkan 
tempat; 

11) melaksanakan pengama.nan sesuai dt>ngan jam kerja kantor 
atau sampai dengan bata• waktu Pejabat menlnggalka.n 
tempat. 

d. Laporan Ha.si.l Kegiatan 
II Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyusun laporan 

haail pelalcsanaan kegiatan; 
2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyiapkan 

administrasi pendukung lainnya. 
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a) Patrol! Pengawasan Rutin adalah penugasan patroli yang 
berslfat inspeksi dan dieclenggarakan mmurut kebutuhan 
untuk memantau keadaan wilayah atau beberapa tempat 
yang menurut perkiraan akan tlmbulnya gangguan 
terhadap ketertiban umum dan ketentemman rnasyarakat 
aerta upaye. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati. 

b) 1\igas dari patroli ini adalah ; 
(1) pemeliharaan. pengawasan, penertiban ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat; 
(2) melaksanekan pembina.an masyarakat; 
(3) penerangan pada masyarakat mengenai hal-hal yang 

terkait dengan rugas dan fungsi Satpol PP; 
(41 mensosialisaslkaTI kebijakan Pernerintah yang terkait 

dengan tuga.& Polisi Pamong Praja serta menampung 
aaran-sarar; dari masyarakat yang berkaitan dengan 
kebijakan Pemerintah. 

2) Patroli Khusus 
a) Patroli Khusus adalah penugasan patroli yang 

diperintahkan seeara khusus oleh Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja yang bersifat represif atau penindakan di 
lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada 
dalam upaya penegakan ketertiban umum: 

bl Tugas dari patroli ini adalah: 
(!) melakukan inventarisasi/pendataan pelanggaran 

terhadap keteniban umum dan ketenteraman 
masyarakat, serta Peraturan Daerah/Peraturan 
Bupati; 

(2) menindak lanjuti semua laporan, pengaduan den 
perintah khusua dari pimpinan untuk melakukan 
penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata 
melanggar ketertiban umum dan kerenteraman 
masyarakat dan Peraturan Daerah. 

b. Ruang Lingkup 
1) tempat-tempat atau loke.si yang dienggap rawan; 
2 l an tar batas wilayah; 
3) gedung / aset milik Pemerintah Daerah; 
4) ternpat keramaian/hiburan 

c. Persiapan 
Persiapan yang harus dilaksanekan oleh KepeJa Seksi Operasi 
dan Pengendalian adalah: 
11 menyusun rencana den jadwal keglatan; 
2) menyiaplcJln Surat Perintah Tugas; 
3) menyiapkan sarana kendaraan opemsionaJ dan perlengkapan 

lainnya; 
4) mengusulkan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat yang berkaitan dengan: 
- penetapan sas.aran; 
- penetapan wilayah dan obyek sasaran; 
· penetapan Target. 

5) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. 
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9. SOP PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANOAN DAERAH 
a. Ruang Lingkup 

II Pre emtifadalah tindalcan awal sebelum melakuk.an kegiatan 
pencegahan melalut: 

Detekai dini, ya.itu suatu cara yang dilakukan untuk 
mengetahui timbulnya potensi pelanggaran Perda sedini 
mungkin; 

- lnventarisa.si, yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan 
data-data (subjek dan objek penegakan Peratunm Daerah 
dan Peraturan Bupati] berkaitan dengan Penegakan 
Produk Hukum Daerah,; 
Sosialisasi, yaitu suatu upaya untuk memberitahukan 
kepada masyarakat, aparatur negara, badan hukum. badan 
usaha, instansi Pemerintah tentang Produk Hukum Daerah 
baru yang akan ditepkkan. 

2) Preuenri/ adalah tindakan pencegaban terha.da,p terjadinya 
pelanggaran produk bukum daerah/ Perda melalui : 

Penyuluhan, y&itu suatu upa.ya untuk memberitahukan 
kepada maayarakat, aparatur negara, badan hukurn, badan 
usaha, instanei Pemerintah tentang Produk Hukum Oaerah 
agar dipatuhi; 
Pembinaan. yaitu suatu upaya untuk memberi pemahaman 
kepada masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan 
usaha, instansi Pemerintah yang melanggar Produk Hukum 
Daerah agar tidak melakukan pelanggaran lagi; 

- Pengawasan, yatu suatu cara untuk mendata masyarakat, 
aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi 
Pemerintah yang melanggar Produk Hukum Daerah . 

d. Pelaksanaan 
Pelaksanaan tuglls patroli dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang 
peeugae. Hal-hal yang harus dilakaanaka.n oleh pet.ups patroli 
adalah: 
1) memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan; 
2} melaksanakan ketentuan patroli dengan kendaraan bennotor 

terhadap peratura:n lalu lintas di jalan eeperti : 
a) beri contoh yang baik kepada pemakai ja!an yang lainnya; 
b) taati peraturan lalu lintas; 
c) jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semesrmya. 
d) jangan membunyllran klakson/sirine jika tidak sangat 

perlu sekali; 
e] jangan menggunakan sorotan-sorotan lampu yang 

berlebihan pada malam hari. 
3) melekukan pengawasan dan pengamatan terhadap suatu 

daerah/ obyek tertentu; 
4) melakukan pencatatan terhadap suatu obyek atau infonnasi 

yang diperlukan sebagai bahan laporan kepada pimpinan. 
e, Laporan Hasil Kegiatan 

l) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyusun laporan 
hasil pelaksanaan kegiatan; 

2J KepaLa Seksi Operasi dan Pengendalian menyiapkan 
admmietrasi pendukung Jainnya. 
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3) Represif 
a] Non Yustisi, yaitu suatu tindakan memberikan sank.si di 

luar hukum yang dilakukan oleh PPNS dan dapat dibantu 
oleh Satpol PP, seperti: 

Peringatan lisan: 
Peringatan tertulis, 
Diketahui langsung/tangka.p tangan oleh PPNS; 
Penghentian kegiatan; 

- Penutupan aemente.ra; 
- Penutupan permanen; 

Pcnycgelan dan pemasa.ngan pita Satpol PP (POL PP 
Un.ej; 

- Pembongkaran. 
b) Pro Yustial, yaitu suatu langkah hukum yang dilakukan 

oleh PPNS terhadap masyarakat, aparatur negara, badan 
hukum, badan usaha, inatansi Pemerintah yang 
melangpr Produk Hukum Daerah untuk dilakukan 
proses hukum sesuei dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHAP). 

b. Persiapan 
Persiapan kegiatan Preuentif pencegahan pelanggar Peraturan 
Daerah melalui 808ialisai, penyuluhan, pembinaan dilakukan 
seperti SOP Pembinaan Masyarakat, sedangkan persiapan 
kegiatan Preventif melalui inventarisasi dan pengawasan 
pelakeanaan Peraturan Daerah/ Prociuk Hukum Daerah adalah: 
I) menyusun rencana dan jadwal kegiatan; 
2) menyiapkan personil yang akan ditugaskan; 
3} melakukan koordinasi kepada in11tansi terkait pengampu 

Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati ; 
4) menyiapkan administrasi dan perlengka.pan yang diperlukan; 
5) menetapkan subyek dan obyek pelanggar Peraturan Daerah/ 

Prociuk Hukum Daerah; 
6) menentukan lokasi kegiatan; 
7) melakukan pendalaman terhadap materi; 
8) menetapkan target operasi yang ingin dicapai. 

c. Pelakeanean 
Dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 
I) tnventarisasi pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan 

dengan strategi; 
a) dilakukan secara 1'im yang terdiri dari Satpol PP 

Kabupaten, inatansi terlcait pengampu Peraturan Daerah/ 
Prociuk Hukum Daerah dan dibantu oleh Tim Satpol PP; 

b) melakukan orientaai lapanpn guna memastikan ada.nya 
mavyarakat, apa.ratur negllrll, badan hukum, 'bs.dan 
usaha, inatanli ~erintah ae~ aubyek/ pelanggaran 
Peraturan Dtlerah/ Prociuk Hukum Daerah; 

c) melakukan pendata.an pelaksanaan Peraturan Da.erah/ 
Prociuk Hukum Daerah yang dilakul<a.n oleh masyarakat, 
aparatur negara, baden hukum, badan usaha, instansi 
Pemerintah sebag;li subyek Peraruran Daerah/ Prociuk 
Hukum Daerah; 

d) mernbuat rekapitulasi hasil pendataan untuk dilaporkan 
pada pimpinan aebagai bahan Penegakan Peraturan 
Daerah/ Produk Hukum Daerah selanjutnya. 
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21 Penyuluhan 
Penyuluhan ini dilakukan terhadap masyarakat, aparatur 
negara, badan hulrum, badan usaha, inetanai Pemerintah 
scbag!M subyelt Peraturan Daerah/ Prociuk Hukum Daerah 
scbagai tindak lanjut dari hasil kegiatan inventarisaai. Untuk 
persi.apen dan pelaksanaa.nnya dieesuaikan dengan SOP 
Pembinaan Masyarakat. 

3) Pengaw9.88.J1 dilakukan melalui strategi: 
a) dengan Tim Terpadu yang terdiri dari Satpol PP, instansi 

terkait pengampu produk hukum daerah dan dibantu oleh 
Tim Satpol PP Tingkat Kabupe.ten; 

b) melakukan orientasi lapangan guna memasuzan adanya 
pelanggaran Peraturan Da.erah/ Prociuk Hukum Daerah 
yang dilakukan oleh maayarakat, aparatur negara, badan 
hukum, badan usaha, inatansi Pemerintah; 

c) melakukan pendataan terhadap masyarakat, aparatur 
negara, badan hulcum, badan usaha, instansi Pemerintah 
yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/ Produk 
Hukum Daerah; 

d) memberikan peringatan/ teguran berupa surat 
pemyat.aan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi yang 
ditandatangani oleh masyarakat, aparatur negara, badan 
hukum. badan usaha, instansi Pemerintah yang 
melanggar Peraturan Daerah/ Produk Hukum Daerah 
dengan diketahui o!eh Satpol PP, !nstansi Teknis 
Pengampu Peraturan Daerah/ Perawran Bupati dan 
Satpol PP. 

e) mernbuat rekapitulasi basil pegawasan/ pendataan 
pelanggar Peratruan Daerah/ Prociuk Hulrum yang 
dilakukan oleh masyarakat, aparatur negara, badan 
hukum, badan uaaha, tnstansi Pemerintah untuk 
dilaporkan pada pimpinan sebagai bahan Penegakan 
Peraturan Daerab/ produk hukum daerah selanjutnya. 

4) Pembinaan 
Pernbinaan ini dilakukan terhadap masyarakat, aparatur 
negara, bad.an hukurn, badan usaha, tnstensi Pemerintah 
yang melanggar Peraturan Oaerah/ Prociuk Hukum Daerah 
sebagai tindak lanjut dari hasil temuan lregiatan pengawasan. 
Untuk persiapan dan pelaksanaannya disesuaike.n SOP 
Pembinaan Masyarakat. 

5) Penindakan 
Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah/ 
Produk Hukum Daerah dapat dilaksanakan dengan tahapan: 
a) Non Yustiai 

Tindakan non yuatisi dapat dilaksanakan rnelalui 
penindakan secara administratif dengan tahapan sebagai 
berikut: 

( 1 l penind.ak:an terhadap para pelangg:ar Peraturan 
Daerah/ Peraturan Bupati terlebih dahulu 
menandatangaru surat pernyataan bersedia dan 
sanggup menaati dan mematuhi serta 
melaksanakan ketentuan dalem waktu 15 (lima 
belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat 
pernyataan. 

 



17 

11. SOP PENANGANAN BENCANA ALAM 
a. Koordinasi 

10. SOP PENYELENOGARAAN BIMBINGAN TEKNIS 
a. Persiapan 

Persiapan yang harus dilaksanakan o\eh Kepala Seksi Pe\atihan 
Dasa.r dan Kepala Seksi Teknis Fungaional adlllah: 
l) menyusun rencana dan jadwal kegiatan; 
2) menyiapkan Keputusan tentang Pembentuka.n Tim pelaksa.na 

kegiatan; 
3) menyiapkan materi dan perlenglcapan peserta; 
4) menyiapkan akomodasi/ tempat dan penetapan waktu 

pelaksanaan; 
5) koordinasi dengan in8laJlsi terkait dan peninjauan lapangan; 
6) menindaklanjuti hasil koordinasi dan konfirmasi kerhadiran 

peserta dan pengampu. 
b. Pela.ksanaan 

1) mel.aksanakan registrasi kehadiran dan penerimaan peserta: 
21 menyerahkan materi dan kelengk.apan hunnya kepada 

peserta; 
J) menyiapka.n gladi dan upacara pembukaan: 
4) menyfapkan kefpat.an pembelajaran; 
5) menyfapkan admirtiatraSi pendulrung pelaksanaan kegiatan; 
6) melaksanakan evaluaai pelaksanaan Blmbingan Teknis; 
7) menyiapkan gladi dan upacara penutupan. 

c. Laporan Hasil Kegiatan 
1) Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Kepala Seksi Teknis 

Fungsional menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 
2) Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Kepa)a Seksi Teknis 

Fungsional menyiapkan adrninietrasi pendukung lainnya. 

b) Pro Yustisi 
Penindakan secara pro yustisi dilakukan oleh PPNS secara 
terpadu melalui upaya hukum sesuai ketentuan yang 
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). 

d. Laporan Hasil Kegiatan 
1 l Kepala Seksi Pemblnanaan, Pengawasan dan Penyuluhan 

dan Kepe.Ja Sekai Penyelidikan dan Penyidik.an menyusun 
laporan haai! pelaksanaan sesuai maaing-masing 
kegiatan; 

2) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 
dan Kepa\a Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 
menyiapkan administrasi pendukung Jainnya sesuai 
kegiatannya. 

(2) apabila tidak melaksanakan atau mengingkari syarat 
pernyaWUl akan diberikan: 
(al Surat Teguran Pertama dengan tenggang waktu 7 

(tujuhl hari; 
(b) Surat Teguran Kedua dengan tenggang waktu 3 

(tiga) hari; 
(c) Surat Teguran Ketiga dengan tenggang waktu 3 

(tiga) hari: 
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Kepala Seksi Bina Potenai Masya.rakat melaksanakan koordinasi 
dengan Dinas / lnstansti yang terkait dengan bencana yang 
terjadi yait u: 
1) Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

PurwoT1tlO berkaitan dengan bantuan personil yang 
dibutuhkan di daerah bencana; 

2) Dengan Kecamatan selaku pemangku wilayah yang 
mengetahui potensi satuan perlindungan masyarakat di 
wilayah yang dapat ikut membantu penanganan bencana. 

b. Persiapan 
Persiapan yang harus dilakaanakan oleh Kepala Seksi Bina 
Potensi Masyarakat pada saat terjadi bencana adalah: 
I) menyuaun rencana danjadwal kegiatan; 
2) membuat peta daerah bencana; 
3) menyusun potensi Saruan Linmas dan mempersiapkan 

personil; 
4) menetapkan titik-titik loka6i yang akan dituju; 
5) mempersiapken Surat Perintah Tugaa; 
6) mempersiapkan sarana kendaraan operasional dan 

perlengkapan yang diperlukan. 
c. Pela.ksanaan 

11 Setelah tiba di titik-titik lokasi bencana, Tim/Petugas 
menemui personil dari dinas/instansi terkait untuk 
menyampaikan maksud dan tujuan (apabila ada); 

2) Membantu penanganan bencana sesuai yang dibutuhkan oleh 
Dinas /instansi terkait ataupun masyarakat secara umum; 

3) Membantu pengamanan dengan melakukan koordinasi 
tentang situasi lingkungan daerah bencana: 

4) Mencatat dan melaporkan keadaan bencana dan 
penanganannya meliputi: 
al Iokasi bencana; 
b) jenie Bencana; 
c) Inventarisaei korban baik manuaia/ harts benda; 
dl penanganan bencana yang dilakukan; 
eJ dinae/Jnatanai/Organisasi masyarakat yang berpa.rtisipasi 

dalam penanganan bencana dan jum!ahnya. 
5) Selesai melakukan kegiatan tim/petugas berpamitan 

meninggalkan lokaei dan menyampaikan terimekasih ata.11 
k.erjaea.many a. 

d. L.aporan Hasil Kegiatan 
II Kepala Sekal Bina Potmai Masyarakat menyusun laporan 

haail pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan admintstrae! 
pendukung; 

2) Ha.ail pelekaana.an tugas menjadi bahan evaluasi bagi 
kegiatan selaajutnya. 

12. SOP PENANOANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN 
PENYELENOOARMN PEMIUHAN UMUM/ PEMIUHAN KEPALA 
DAERAH DAN WAKIL K.EPALA DAERAH 
a. Koordinasi 

Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 
koordinasi dengan Dinas/ Jnstansti yang terkait dengan 

 



dalam 
Umum/ 

penyelengpraan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Da.erah/ 
Wakil Kepala Daerah, yaitu: 
1) TN!. POLRI selaku penanggungjawab keamanan, 

ketentraman, ketertiban masyarakat dalam membantu 
pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan 
Kepala Daerah/ Wakil Kepa}a Daerah: 

2) Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan pengamanan da.n 
ketertiban Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepa.la Daerah/ 
Wakil KepaJa Daerah; 

3) Kecamatan/Oesa/Kelurahan selalru pemanglcu wUayah yang 
mengetahui potensi kekuatan Satuan Linmas di wilayah yang 
ikut membantu pengamanan. 

b. Persiapan 
Persiapan yang harus dilaksanakan o\eh Kepala Seksi Satuan 
Perlindungan Muyarakat adalah: 
11 Menyusun rencana dan jadwal kegiatan; 
2) Menyusun potenai kekuatan Linmas dan mempersiapkan 

personil sesuai usulan dari kecamatan/desa/kelurahan; 
3) Menetapkan nama-nama Satuan Linmas di titik-titik 

pengarnanan dan menyampaikan kepeda dinas/instanai 
terkait; 

4) Mempersiapkan Surat Perintah Tugas; 
5) Mempersiapkan sarana kendaraan operasional den 

perlengkapan yang diperlukan. 
c. Pelaksanaan. 

11 Ti.m/Petugas pengamanan rnenempatkan diri di titik-titik 
penga.manan ('l'PS, PPS, PPK. KPU) sesuai jadwa\ yang telah 
ditentukan; 

2) Melaporkan diri kepada Penyelenggara Pemilihan Umum/ 
Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, untuk 
membantu pengamanan penyeleo.ggaraan Pemilihan Umuw/ 
Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; 

3) Membantu pengamanan selama kcgiataD pe.nyelenggaraan 
pemllu berlangsung denga.n rnelalrukan koordinasi dengan 
Pihak TNl/POLRl tentang situasi lingkunga.n; 

4) Mencatat dan melaporkan keadaan penyelenggara.an 
Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala 
Daerah, meliputi: 
a) Titik lokasi tugas; 
b) Dinaa/lnstansi/Onnas yang berpartiaipasi 

pengamanan penyelenggaraan Pcmilihan 
Pemilihan Kepala Daerah/ Walol Kepala Daerah; 

c) Kejadian-kejadian pen.ting atau yang menonjol dan 
mengganggu kamtramtibmas dan berpengasuh terhadap 
prose• penyelenggaraan Pemillhan Umum/ Pemllihan 
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; 

d) Hal-ha! lain yang merupakan hasil dari proses 
penyelengpran Pemih'han Umum/ Pemilihan Kepala 
Daerah/ Walol Kepa}a Daerah. 

5) Selesai mdakukan kegiatan tim/petugas berpamite.n 
meninggalkan lokasi dan menyampaikan terima kasih atas 
kerja&amanya. 

d. Laporan Hasil Kegiatan 
I) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyara.kat menyusun 

laporan haail pelaksanaa.n keglatan dan menyiapkan 
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13. SOP PENOAMANAN KEOIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN 
a.. Tingkatan kegiatan 80aial kemasyarakatan 

11 Kegiatan sosial kemasya.rakatan di tingkat deaa/kelurahan: 
a) kegiatan ecsial kemasyarakatan di tingkat 

desa./kelurahan adalah kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah de9a/ kelurahan, 
organisasi kemasyarakatan des.a/ kelurahan dan 
masyarakat umum; 

b) kewenangan penugasan Satinmaa adalah Lurah/ Kepala 
Desa eebagai Pembina Satuan Linmaa di tingkat desa/ 
kelurahen, dengan terlebih dahulu ada permohonan 
pengamanan dart ormas atau masyarakat umum, 

21 Kegiatan aollial kemaayarakatan di tingkat kecamatan: 
a) kegiatan aosial kemasyarakatan di tingkat kecamatan 

adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah kecarnatan, organiaasi masyarakat di tingkat 
kecamatan dan masyarakat umum bila kegiatannya 
mempunyai eksea yang luae meliputi wilayah kecamatan: 

b) kewenangan penugasan Satgas Linmas adalah Camat 
sebagai Pembina di tingkat Kecamatan, dengan terlebih 
dahulu ada pennohonan pengamanan dari ormas atau 
masyarakat. 

3) Kegiatan aosial kemasyarakatan di tingkat Kabupaten: 
a] kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat kabupaten 

adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah kabupaten, organisaai masyarakat di tingkat 
kabupaten/kecamatan dan masyarakat umum bila 
kegiatannya mempunyai eksee yang luas meliputi wilayah 
kabupaten. 

b) kewenangan penugasan Satgas Linrnae adalah Kepala 
Satpol PP sebagat Pembina di tingkat Kabupaten, dengan 
terlebih dahulu ada pennohonan pengamanan dari ormas 
atau masyarakat. 

c. Persiapan 
Persiape.n yana harus dilaksanakan Pembina Linrnas 
Desa/Kelurahan adalah: 
1) menyusun reneana dan jadwal keglatan; 
2) menyiapkan per&Onil; 
3) menyiapkan Surat Perintah Tugs.a; 
4) menyiapkan sarana prasarana operasional dan perlengkapan 

lainnya yang diperlukan. 
SJ melakaan.ak:an koordinasi dengan tnstanei terkait. 

d. Pelaksanaan 
Pelaksanaan tuga.s pengamanan dilakukan minimal oleh 2 (dwt.) 
orang petugas Satuan Linmas. Hal-hal yang harus dilaksanakan 
oleh Satuan Linmas adalah: 
I) Memakai seragam dan atribut seeuei ketentuan; 
2) Memeriksa semua kelengkspan yang diperlukan; 

administrasi pendukung; 
2) Haail pelakaanaan tugas menjadl bahan evaluasi ba3i, 

kegiatan selanjutnya. 
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3) Menunjuk 1 (eatu) orang sebapi pemimpin/ koordinator 
kegiatan; 

4) Membantu menjaga k.eamanan, ketentraman dan ket.ertiban 
kegiatan 808ial k.emasyarakatan aeperti: 
a} mengatur kelancaran lalu lintas dan rnembantu 

penyeberangan orang atau kendaraan; 
b) mengatur perpa.rkiran kendaraan; 
c) mengatur akti.fita.a masyarakat yang mengganggu 

kelancaran dan ketertiban l.alu lintas; 
d) membantu tugas lainnya yang berkaitan dengan 

kamtrantibmaa. 
5) Mencatat dan melaporkan basil pelakaanaan tugas kepa.da 

pemberi perintah yang meliputi: 
a) hari/tanggal dan waktu pelakaanaan kegiatan 

pengamanan: 
b) lokaai Pengamanan; 
c) jenis kegiatan 110sial k.emasyarakatan; 
d) penanggungjawab kegjatan; 
e) perkiraan jumlah ma88a yang ikut dalam kegiatan aosial 

kemasyarakat; 
f) kejadian-kejadian yang menonjol dan mengganggu 

kamtrantibma.a eerta penanganannya. 
6) Melaporkan kepada Pihak yang berwenang apabila ada 

permasalahan yang tidak mampu diatasi; 
7) Setelah aclcaai melaksanakan tugaa berpamitan kepada 

penanggungjawab kegiatan. 
e. Lai,oran Huil Kegiatan 

l) ~unpin/ koordin&tor kegiatan menyu11un laporan haail 
pelakaana.an tug.as dan melaporkannya k.epacla Pembina 
Linmas desa/kelurahan/ kecamatan/kabupaten. 

2) Haail pelakaanaan tugaa menjadi bahan cvaluasi bagi 
kegiatan aelanjutnya. 

--.--- 

 

 

  


